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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Mbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1]  Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah

memutus perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Kabupaten

Batang Hari. Sebagai Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur  37  tahun,  agama Islam,  pendidikan terakhir  S1,

pekerjaan Pegawai Negeri  Sipil,  tempat tinggal di  Kabupaten

Batang Hari. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tertanggal  13

November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Bulian,  Nomor  0406/Pdt.G/2019/PA.Mbl,  telah  mengajukan  cerai  gugat

terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon  dengan  Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan

pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang dilaksanakan di rumah

orang  tua  Termohon  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor
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Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan

Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 12 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian kerumah kontrakan

sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan berpisah;

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1

orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,

tanggal lahir 01 April 2019;

4. Bahwa rumah tangga  Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun

saja  selama  lebih  kurang  1  bulan  namun  setelah  itu  tidak  rukun  lagi

dikarenakan tidak ada kecocokan didalam rumah tangga sehingga akhir

bulan  September  2019  antara  Pemohon dan  Termohon  sepakat  untuk

berpisah tempat tinggal, sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon

dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  sudah  lebih  kurang  2 bulan

lamanya,  dan  selama berpisah  antara  Pemohon dan  Termohon  sudah

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi

masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

6. Bahwa,  dengan  sikap  dan  perbuatan  Termohon tersebut,  Pemohon

merasa  tersiksa  baik  lahir  maupun  batin  sehingga  Pemohon tidak

sanggup  lagi  berumah  tangga  dengan  Termohon,  oleh  karenanya

Pemohon bermaksud  bercerai  dengan  Termohon di  depan  sidang

Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa  Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

Primer:
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Muara Bulian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq.  Majelis Hakim yang memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon  telah  hadir  sendiri  di  persidangan,  namun  pada  persidangan

tanggal  2  Desember  2019  dan  9  Desember  2019  Pemohon  tidak  pernah

datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya dibacakan di  dalam sidang,  sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah, sedangkan

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan

Agama Muara Bulian telah memanggil Termohon secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di  dalam sidang,  sedangkan tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

[3.3] Teguran tambah biaya panjar 

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengirimkan surat teguran

kepada  Penggugat  dengan  Suratnya  Nomor  W5-A2/HK.05/206/XII/2019

tanggal  10  Desember 2019,  agar  Penggugat  menambah  panjar  biaya

perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 10 Januari 2020;

[3.9] Pemeriksaan selesai  

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara  sidang

perkara ini  yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Putusan ini.
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[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  permohonan  Pemohon,

Majelis  Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai

sengketa  perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama

sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat

domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara

Bulian,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009,  maka  Pengadilan  Agama

Muara  Bulian  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan

menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.3] Legal standing

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon  dan  belum  pernah  bercerai  dan  rumah  tangganya  sudah  tidak

harmonis  dan  bermaksud  ingin  bercerai  dengan  Termohon,  sehingga

Pemohon sebagai  suami memiliki  hak untuk mengajukan perceraian ini  ke

Pengadilan  Agama  (persona  standi  in  judicio) sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  73

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang,  bahwa pada hari  dan tanggal  persidangan yang telah

ditentukan, Pemohon hadir  di  persidangan dan selanjutnya Pemohon tidak
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pernah hadir lagi ke persidangang, sedangkan Termohon juga tidak pernah

hadir  di  persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain  sebagai  wakil

atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  Juru  Sita  Pengadilan  Agama  Muara

Bulian telah memanggil Termohon, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai

bahwa  panggilan  tersebut  telah  dilaksanakan  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan  ketidakhadiran  Pemohon  dan  Termohon  tersebut  dinilai  tidak

disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah

habis  dan  Pemohon  telah  pula  diberi  teguran  secara  resmi  dan  patut

berdasarkan  surat  Panitera  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  Nomor  W5-

A2/HK.05/206/XII/2019  tanggal  10  Desember 2019,  akan  tetapi  Pemohon

tetap  tidak  menambah  kekurangan  panjar biaya  perkaranya,  karena  itu

Majelis  Hakim  berpendapat  Pemohon  tidak  bersungguh-sungguh  dalam

mengajukan permohonannya;

Menimbang,  bahwa dikarenakan  Pemohon tidak  bersungguh-sungguh

dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan

perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register

perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk

mencoret perkara tersebut dari register perkara.

[4.14] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka

semua biaya  yang timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan kepada Pemohon

yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar Putusan ini;

[4.15] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1.   Menyatakan batal  daftar perkara Nomor 0406/Pdt.G/2019/PA.Mbl dari

pendaftaran dalam register perkara.
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2.   Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  untuk

mencoret perkara tersebut dari register perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 

[6] Pengucapan putusan

Demikian Putusan  ini dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari  Senin tanggal  13

Januari 2019 Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  9 Jumadil  Awwal  1441

Hijriyah, oleh Kami  Askonsri,  S.Ag.,  M.H.I. sebagai  Ketua Majelis,  Lanka

Asmar, S.H.I, M.H. dan  Nur Chotimah, S.H.I, M.A. masing-masing sebagai

Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

juga  dalam sidang  terbuka  untuk  umum dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim

Anggota dan dibantu oleh Nurismar Muis, B.A. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Askonsri, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti,

Nurismar Muis, B.A.
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Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  50.000,-

3. Biaya Panggilan

4. Biaya PNBP Relaas

:

:

Rp. 560.000,-

Rp.  20.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.   6.000,-

JUMLAH : Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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